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	The offer of making Nominee Agreement services by legal consulting companies has an impact on the rapid development of nominee practices in Indonesia, whereas based on the provisions of Article 33 paragraph (1) and paragraph (2) prohibits Nominee Agreement in the ownership of shares in a company. This study aims to analyze the responsibilities of legal consulting companies that offer making Nominee Agarement online. This research uses normative legal research methods. The results of this study show that companies that deliberately offer Nominee Agreements violate the provisions contained in Article 33 paragraph (1) and paragraph (2), Law No. 25 of 2007, also violates the provisions of Article 9, Article 28 paragraph (1), and Article 36 of Law No. 11 of 2008, and may be subject to sanctions as referred to in Article 23 of Law No. 11 of 2008 and has responsibility to fulfill compensation as in the suit filed under Article 23 of Law No. 11 of 2008.
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	Penawaran jasa pembuatan Nominee Agreement oleh perusahaan legal consulting berimbas pada berkembang pesatnya praktik nominee di Indonesia, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) melarang Nominee Agreement dalam kepemilikan saham pada suatu perusahaan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tanggungjawab perusahaan legal consulting yang menawarkan pembuatan Nominee Agarement secara online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari studi ini menunjukan bahwa perusahaan yang dengan sengaja menawarkan Nominee Agreement melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), UU No. 25 Tahun 2007, juga melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 36 UU No. 11 tahun 2008, dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana dalam Pasal 23 UU No 11 tahun 2008 dan bertanggungjawab mengganti kerugian sebagaimana gugatan yang diajukan berdasarkan Pasal 23 UU No 11 tahun 2008.

	
	
	


I. Pendahuluan 
Investor luar yang mencoba untuk datang ke Indonesia kerap merasa bingung dengan peraturan-peraturan yang sangat cepat berubah dalam mendirikan badan usaha, karenanya tidak jarang investor asing menggunakan jasa perusahaan yang bergerak dibidang legal consulting untuk memudahkannya dalam mendirikan perusahaan di Indonesia. Peranan perusahaan legal consulting dalam pendirian perusahaan bagi investor asing ialah menjembatani segala urusan pembentukan perusahaan meliputi segala urusan yang terkait dengan Notaris dan dinas-dinas yang berhubungan dengan perizinan perusahaan.  Disamping peraturan-peraturan yang cepat berubah, kendala lain untuk para penanam modal luar negeri yang ingin melakukan suatu investasi dengan menanamkan modalnya di Indonesia ialah negative list investment yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Perpres No. 44 Th. 2016), karena tidak semua bidang usaha terbuka sepenuhnya bagi investor asing. Berdasarkan Perpres Nomor 44 Tahun 2016, bidang usaha yang dikategorikan sebagai negative list investment ialah diantaranya budidaya ganja, industri kimia, pengambilan benda berharaga dari angkutan kapal yang tenggelam, industri minuman keras mengandung alkohol, museum dan lain sebagainya
. Tujuan Pemerintah yang dalam hal ini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disebut BKPM) memberlakukan ketentuan dengan tidak membuka atau membuka dengan persyaratan peluang investasi di Indonesia bagi investor asing ialah untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.    

Kondisi adanya negative list investment bagi investor asing dinilai oleh beberapa perusahaan yang bergerak dibidang legal consulting sebagai suatu celah untuk menjual jasa pinjam nama yang dikenal dengan Nominee Agreement, bahkan beberapa perusahaan legal consulting berani menganjurkan para investor asing untuk membuat Nominee Agreement demi menghindari negative list investment melalui website resmi perusahaannya. Nominee sendiri memiliki arti sebagai peminjaman nama seseorang untuk mewakili orang lain dalam kepengurusan untuk mendapatkan suatu kepemilikan, yang dalam hal Nominee ini adalah seseorang yang ditunjuk oleh seseorang atau suatu utusan tertentu untuk bertindak atas nama orang lainnya.  Pada dasarnya di Indonesia sendiri tidak mengenal adanya konsep Nominee tersebut.  Konseo Nominee hanya dikenal atau berlaku di Negara-Negara yang masuk kedalam Negara Hukum Common Law
. Namun sejak masuknya investasi asing ke Indonesia untuk memenuhi permintaan investor yang semakin berkembang barulah Indonesia menerapkan konsep Nominee. Dalam Perseroan Terbatas (PT) posisi yang dapat menggunakan Nominee tidak hanya Direktur, tetapi juga posisi-posisi lain dalam susunan kepengurusan perusahaan, seperti Nominee untuk posisi pemegang saham, dan Nominee untuk posisi Komisaris perusahaan. Dengan kata lain, semua susunan kepengurusan perusahaan yang namanya terdapat di dalam akta pendirian perusahaan baik dari level Direktur maupun level Komisaris atau level Pemegang Saham adalah merupakan hal yang fiktif, karena nama yang digunakan tersebut hanya dipinjam untuk kepemilikan perusahaan melalui perjanjian nominee yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya.
Menurut Munir Fuady, tidak ada suatu perjanjian yang eksistensinya paling kontroversial dalam sistem hukum Indonesia kecuali Nominee Agreement. Hal ini dikarenakan konsep Nominee itu sendiri tidak berasal dari sitem hukum di Indonesia dan kegunaan Nominee sering bertujuan untuk menyelundupi hukum tertentu
.  Pada dasarnya sesuai dengan peraturan yang ada dan digunakan di Indonesia, Nominee Agreement dilarang untuk digunakan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU No. 40 Th. 2007) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tetang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU No. 25 Th. 2007). Dalam UU No. 40 Th. 2007, pada Pasal 48 ayat (1), ditentukan bahwa “Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya”, yang apabila dilihat lebih lanjut pada bagian Penjelasan dari pada UU No. 40 Th 2007 tersebut Pasal 48 ayat (1) memiliki arti bahwa Perseroan boleh mengeluarkan sahamnya apabila saham tersebut beratas namakan pemiliknya dan tidak diperkenankan mengeluarkan saham dengan nama lain.  Lebih lanjut berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan (2), UU No. 25 Th. 2007, dalam Pasal 33 ayat (1) ditentukan bahwasanya bagi semua pihak yang ingin melakukan suatu investasi di Indonesia, baik itu investor Indonesia maupun penanam investor luar yang berbentuk perseroan terbatas tidak diperbolehkan untuk mengadakan suatu kesepakatan yang didalamnya berisikan tentang pemilik sahamnya adalah pihak lain. Sedangkan didalam ayat (2) diatur dengan lebih tegas lagi, apabila dikemudian hari diketemukannya dalam hal investasi tersebut baik untuk investor Indonesia ataupun investor luar yang membuat suatu perjanjian tentang kepemilikan saham atas nama orang lain, maka perjanjian tersebut harus dibatalkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Berkenaan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 40 Th. 2007 dan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU No. 25 Th. 2007 sebagaimana tersebut diatas, sangat jelas bahwa konsep Nominee Agreement bertentangan dengan ketentuan hukum Indonesia, namun tidak diatur juga secara tegas mengenai sanksi bagi pihak yang membuat Nominee Agreement tersebut, sehingga sampai saat ini masih saja terdapat pihak-pihak “nakal” yang menawarkan jasa pembuatan nominee agreement sekalipun telah paham bahwa Nominee Agreement tidak memiliki kekuatan hukum dan sifatnya batal demi hukum. Berangkat dari adanya kekosongan norma tersebutlah penelitian ini dilakukan. Tujuan dari pada penelitian ini adalah menganalisis tanggungjawab perusahaan legal consulting yang menawarkan pembuatan Nominee Agarement secara online. 
2. 
Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam bahasan ini adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek.  Penelitian ini mengunakan dua pendekatan dalam pembahasannya, dimana dua pendekatan tersebut adalah Pendekatan terhadap Perundang-undangan (The Statute Approach), Pendekatan Anilisis Konsep Hukum (Analitical and Conseptual Approach).  Bahan–bahan hukum penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis yang digunakan untuk mengolah bahan hukum adalah teknik konstruksi yaitu teknik yang berupa pembentukan pola-pola yuridis dengan melakukan pamahaman dan pembalikan proposisi (acontrario).
3. 
Hasil dan Pembahasan
3.1. 
Nominee dan Kedudukannya dalam Aturan Hukum Indonesia

Dalam Black’s Law Dictionary dikenal ada 2 istilah Nominee, yaitu Nominee dan Nominee trust. Nominee adalah pernyataan dengan menunjuk seseorang untuk melakukan sesuatu mewakili pihak lain dalam artian terbatas.  Ini digunakan sewaktu–waktu agar dapat ditandatangani oleh orang yang dipercayanya.  Tidak ada arti lainnya selain hanya sebagai perwakilan pihak lain.
 Sedangkan Nominee trust menurut Black’s Law Dictionary adalah perwalian yang dilakukan, dimana pihak yang memiliki sesungguhnya dapat mengarahkan orang yang ditunjuk sebagai walinya terkait dengan properti perwaliannya.  Pengaturan untuk pemegang saham dibawah satu orang atau lebih atau perusahaan, dengan menulis perjanjian berdasarkan kepercayaan, yang menyatakan mereka akan memiliki properti apapun yang akan mereka peroleh sebagai wali.  Disebut juga kepercayaan yang sebenarnya.

Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat dipahami bahwa Nominee memiliki 2 (dua) arti yang berbeda. Pada arti Nominee yang pertama, cenderung menekankan tentang nominasi atau kandidat yang menduduki suatu posisi tertentu.  Sedangkan pada arti Nominee yang kedua, cenderung menekankan pada seseorang yang mewakili kepentingan pihak lainnya. Berbeda halnya dengan sifat “memberi kuasa”, Nominee lebih menekankan pada orang yang menjadi suatu pemilik dari benda tertentu (termasuk juga segala kepentingan dan hak yang timbul dari adanya perikatan) yang terdapat dalam pengurusannya, sedangkan pihak penunjuk Nominee bukanlah pemilik atas benda atau kepentingan yang diurus oleh Nominee ini
.   

Dalam konsep Nominee dikenal 2 jenis konsep :

1. Nominee Langsung, ditandai dengan adanya Nominee Agreement yang dibentuk secara langsung antara Beneficiary dan Nominee. Dalam Nominee Agreement tersebut diperjanjikan secara jelas bahwa Beneficiary memberikan kepercayaan serta kewenangan kepada Nominee untuk melaksanakan suatu kegiatan bisnis berdasarkan perintah dari Beneficiary. Sehingga bentuk konsep dari Nominee langsung ini ialah segala kepemilikan saham akan tercatat atas nama dan identitas diri pihak Nominee.
2. Nominee tidak langsung, ditandai dengan adanya lebih dari satu perjanjian yang jika dihubungkan antara satu perjanjian tertentu dengan perjanjian lainnya akan membentuk suatu Nominee saham. Perjanjian yang biasanya ada dalam konsep Nominee tidak langsung ialah Perjanjian Kredit, Gadai Saham, Penggantian Kerugian, Surat Kuasa untuk Bersuara, Jual Beli saham dan Kuasa Menjual.
Mengenai konsep Nominee dalam tatanan hukum Indonesia, pada dasarnya di Indonesia sendiri antara “beneficial owner” dan “legal owner”adalah sama. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), UU No. 25 Th. 2007. Didalam Pasal 33 ayat (1) ditentukan bahwasanya bagi semua pihak yang ingin melakukan suatu investasi di Indonesia, baik itu investor Indonesia maupun investor luar yang berupa suatu perseroan terbatas tidak diperbolehkan melakukan kesepakatan dan/ atau suatu pernyataan yang berisikan mengenai pemilik saham tersebut adalah atas nama pihak lain.  Sedangkan di dalam ayat (2) mengatur dengan lebih tegas, apabila dikemudian hari diketemukannya dalam hal investasi tersebut baik itu pihak dalam negeri ataupun pihak asing yang membuat suatu perjanjian tentang kepemilikan saham atas nama orang lain, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.
Dengan demikian sebagaimana yang ditentukan diatas, sangat jelas bahwa konsep Nominee dalam tatanan hukum Indonesia ialah dilarang. Lebih lanjut makna dari Pasal 33 ayat (1) tersebut dijelaskan dalam Penjelasan UU No. 25 Th. 2007, memiliki maksud untuk menghindari terjadinya suatu perseroan terbatas dimana dalam normatifnya di punyai oleh seseorang, tetapi secara materinya adalah merupakan milik dari pihak lain.
Umumnya pada praktiknya antara beneficiary dan nominee tidak akan ada kesepakatan apapun yang menetapkan bahwa saham yang di miliki adalah bukan miliknya melainkan adalah milih pihak lain. Pengaturan nominee antara investor utama dan pemegang saham nominee biasanya akan dilakukan berdasarkan 1 (satu) set perjanjian yang diakui di Indonesia, seperti perjanjian pinjaman, perjanjian saham, perjanjian penugasan dan surat kuasa. Konsep nominee juga merupakan bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam KUHPerdata, Pasal 1365, bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum ialah terdapat perbuatan yang melawan hukum; terdapat suatu kesalahan; terdapatnya hubungan yang saling berkaitan dari kerugian dan perbuatan; serta terjadinya kerugian.
Dari unsur tersebut diatas apabila dikaitkan dengan konsep nominee yang umumnya digunakan sebagai penyelundupan hukum dengan adanya Kuasa yang bersifat mutlak dan dibuat bersamaan dengan perjanjian nominee dengan tujuan memudahkan pihak asing untuk mempunyai hak kepemilikan di Indonesia, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum.  
3.2. 
Perusahaan yang Menawarkan Jasa Pembuatan Nominee 

Para pelaku usaha dalam usahanya menawarkan jasa maupun barang ialah dengan melakukan kegiatan pemasaran produk, tujuannya adalah menjembatani apa yang diinginkan konsumen
, dan dijaman globalisasi seperti saat ini penggunaan teknologi internet menjadi hal yang paling diminati karena lebih efisien dari pada media lainnya dan mampu menjamah konsumen dalam skala lintas negara. Internetbukanlah hal yang baru dikenal dalam sejarah perkembangan teknologi yang terjadi di Indonesia.  Hal ini jugalah yang telah membawa banyaknya perubahan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia.  Selain bidang sosial, perubahan tersebut juga mempengaruhi bidang – bidang lainnya seperti bidang budaya, bidang perdagangan.  Dalam halnya di bidang perdagangan, internet banyak digunakan sebagai lading bisnis oleh masyarakat karena keefisinsiannya
. Efisiensi dari pemasaran melalui internet ditunjukkan dengan kemampuan internet memberikan informasi mengenai jasa atau produk yang dimiliki oleh pelaku usaha dapat menuju konsumennya secara langsung. Selain itu, konsumen juga dapat menerima informasi secara lengkap mengenai jasa atau produk tersebut hanya melalui internet saja, dibandingkan dengan media lainnya. Oleh sebab itu, maka perusahaan dalam usaha mendapatkan konsumen banyak beralih memanfaatkan internet dibandingkan media lainnya.

Efisiensi penggunaan internet yang sangat memudahkan para pedagang dalam memperdagangkan barang dagangannya atau jasanya, nyatanya tidak selalu disikapi secara bijaksana. Sebagaimana kasus yang diangkat dalam penelitian jurnal ini yang mana ditemukan beberapa perusahaan yang memasarkan jasa pembuatan nominee melalui website resmi mereka. Sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya bahwa Indonesia tidak mengenal adanya konsep nominee dan nominee merupakan hal yang tidak diakui dalam tatanan hukum Indonesia, hal ini ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), UU No. 25 Th. 2007. Hal semacam ini tentu ada konsekuensi hukumnya bagi perusahaan-perusahaan yang memasarkan jasa pembuatan nominee tersebut. 
Apabila kita melihat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU No. 11 Th. 2008) pada Pasal 9 ditentukan bahwa, para pedagang yang menjual produknya melalui media elektronik haruslah memberikan segala informasi yang jelas dan benar sesuai dengan syarat kontrak, produk dagangannya, serta pembuat produknya.  Kemudian dijelaskan bahwa suatu informasi yang lengkap dan benar harus menyertakan identitas dan juga status subjek hukum serta kompetensinya sebagai pembuat produk atau pemasok atau penyelenggaraan ataupun sebagai perantara.  Selain itu juga harus menyertakan hal – hal spesifik yang membuat perjanjian tersebut menjadi sah serta, menyertakan penjelasan mengenai barang atau jasa yang ditawarkannya. 
Jika dihubungkan dengan kasus yang diangkat dalam penelitian ini maka perusahaan yang dengan sengaja memasarkan jasa pembuatan nominee melalui website resmi mereka telah melanggar ketentuan dalam Pasal 9, UU No. 11 Th. 2008, karena jika melihat pada kompetensi perusahaan yang memasarkan jasa pembuatan nominee tersebut, tentu perusahaan tersebut tidak memiliki kompetensi karena penyelenggaraan nominee sendiri dilarang dalam tatanan hukum Indonesia.
Melihat pada Bab VI mengenai Perbuatan Yang Dilarang, Pasal 36, ditentukan bahwa semua pihak yang dengan keadaan sadar dan tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hukum melakukan suatu tindakan sesuai yang dinyatakan di Pasal 27 hingga Pasal 34 dimana dapat menyebabkan pihak lain mengalami suatu kerugian.
Selanjutnya apabila melihat pada Bab VI mengenai Perbuatan Yang Dilarang, Pasal 28 ayat (1) ditentukan bahwa semua orang yang dengan sadar dan tidak memiliki hak menyebarkan suatu informasi yang tidak benar dan dapat menyesatkan serta menimbulkan kerugian pelanggan dalam transaksi elektronik.

Dengan adanya ketentuan yang diatur sebagaimana dalam Pasal 36 dan Pasal 28 ayat (1) tersebut diatas jika dihubungkan dengan permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini maka dapat diartikan bahwa apabila ada suatu perusahaan melalui website resmi mereka dengan sengaja memasarkan jasa pembuatan nominee maka akan digolongkan kedalam perbuatan yang dilarang berdasarkan UU No. 11 Th. 2008, karena memasarkan jasa pembuatan nominee melalui website sama saja dengan menyebarkan berita yang menyesatkan dan akan menimbulkan kerugian konsumen karena pada dasarnya konsep nominee dilarang dalam aturan hukum Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (1), UU No. 25 Th. 2007 yang mengakibatkan suatu perjanjian nominee yang dibuat akan menjadi batal. Hal ini tentu akan sangat merugikan investor asing yang menggunakan konsep nominee dalam menjalankan usaha mereka di Indonesia.
Selanjutnya pada Bab VI mengenai Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi, Pasal 23, UU No. 11 Th. 2008, ditentukan bahwa semua pihak baik itu merupakan Badan Penyelenggara Negara, orang, badan hukum dan/ atau rakyat memiliki hak yang sama untuk mempunyai Nama Domain sesuai prinsip pendaftaran pertama.  Orang yang memiliki dan juga orang yang menggunakan domain juga harus berdasar pada niat baik untuk tidak melewati prinsip persaingan usaha yang sehat dan tidak menyentuh hak milik orang lain.  Semua susunan sebagaimana telah disebutkan diatas, apabila merasa dirugikan dengan adanya penggunaan domain yang dilakukan pihak lain tanpa memiliki hak untuk menggunakannya, terhadapnya boleh diajukan gugatan pembatalan terhadap nama domain tersebut. 
Sebagaimana kemudian diterangkan Pasal 23 tersebut diatas dalam penjelasannya ialah nama domain yang berisikan alamat atau identitas dari semua susunan diatas, yang diperoleh berdasarkan prinsip pendaftar pertama.  Terdapat perbedaan antara peraturan dalam halnya nama domain dengan bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya karena tidak dibutuhkannya pengecekan substantif.  Menyalahi hak orang lain misalhnya dengan menggunakan merek yang telah di daftarkan sebelumnya oleh orang lain, nama badan hukum yang telah ada dan sah, nama orang ternama atau sejenisnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.  Penggunaan nama domain yang tidak memiliki hak ialah pendaftaran yang dimaksudkan untuk tidak memperkenankan pihak lain dalam memakai nama yang sama dengan keberadaan namanya atau produknya atau menggunakan reputasi orang yang sudah terkenal atau menyebabkan kebingungan konsumennya.
Apabila dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini maka badan usaha yang menjual jasa pembuatan nominee melalui website resmi mereka telah melanggar ketentuan dalam Pasal 23 tersebut diatas karena nama domain yang dimiliki oleh badan-badan usaha yang menjual nominee tersebut tidak digunakan dengan itikad baik. Apabila melihat arti dari itikad baik sendiri berdasarkan konsep hukum perdata maka memiliki arti sesuai kepatutan dan keadilan, yaitu ditunjukkan dengan adanya kejujuran dimana badan-badan usaha tersebut secara terbuka memberikan informasi yang sesungguhnya mengenai keberlakuan konsep nominee itu sendiri dalam tatanan hukum Indonesia
 yang pada kenyataannya hal tersebut adalah dilarang. Sehingga apabila melihat pada ayat (3) Pasal 23 tersebut diatas maka konsekuensi dari tidak digunakannya nama domain berdasarkan itikad baik, maka nama domain badan-badan usaha yang menjual nominee tersebut dapat diajukan gugatan pembatalan nama domain oleh konsumen yang merasa dirugikan.
4. 
Kesimpulan
Konsep nominee menurut Black’s Law Dictionary ialah adanya suatu penunjukan yang dilakukan oleh seseorang dengan menunjuk orang lain dalam hal bertindak atas pihak lain sebagai perwakilan dengan arti yang terbatas.  Hal tersebut dimaksudkan untuk suatu waktu dapat di tanda tangani oleh orang terpercayanya.  Tidak terdapat arti lainnya selain hanya sebagai perwakilan atau penjamin. Namun Indonesia yang menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental tidak mengenal adanya konsep nominee. Hal ini dapat merujuk pada ketentuan yang melarang adanya nominee yang telah diatur dalam UU No. 40 Th. 2007 dan UU No. 25 Th. 2007. Pada praktiknya antara beneficiary dan nominee tidak akan ada perjanjian dan/atau pernyataan tegas apapun yang menetapkan tentang kepemilikan saham tersebut adalah bukan miliknya melainnya pihak lain. Pengaturan nominee antara investor utama dan pemegang saham nominee biasanya akan dilakukan berdasarkan 1 (satu) set perjanjian yang diakui di Indonesia, seperti perjanjian pinjaman, perjanjian saham, perjanjian penugasan dan surat kuasa dan hal ini tergolong kedalam jenis nominee tidak langsung.
Selanjutnya bagi perusahaan-perusahaan yang memasarkan jasa pembuatan nominee melalui website resmi perusahaan tersebut selain melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam  Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), UU No. 25 Th. 2007 juga melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 36 UU No. 11 Th. 2008, dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 23 UU No. 11 Th. 2008 yaitu dapat diajukannya gugatan pembatalan atas nama domain badan-badan usaha yang menjual nominee tersebut oleh konsumen yang merasa dirugikan.
Selain itu pula, di Indonesia sendiri tidak ada peraturan yang benar benar mengatur mengenai sanksi yang dapat di terima oleh para legal consulting terkait perjanjian nominee yang di tawarkannya kepada para investor asing.  Peraturan Perundang-Undangan yang ada saat ini hanya mengatur tentang pembatalan akta atau perjanjian nominee yang beredar.  Sehingga kekosongan hukum ini banyak dimanfaatkan oleh para legal consulting untuk menawarkan jasanya dalam membuat perjanjian atau akta nominee.  Seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU No. 25 Th. 2007 tetang Penanaman Modal, dinyatakan bahwa apabila diketemukan perjanjian nominee tersebut maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

Undang-Undang hanya mengatur sanksi bagi perjanjian yang di buat berdasarkan Nominee tersebut.  Sekalipun akta nomineee tersebut di buat oleh para legal consulting, legal consulting pun tidak mendapatkan sanksi apapun.  Untuk itu sangatlah di perlukan aturan yang tegas yang mengatur mengenai sanksi yang dapat di berikan kepada para legal consulting apabila mereka menawarkan jasanya untuk membuat akta ataupun perjanjian nominee.  Sehingga kedepannya tidak ada lagi para legal consulting yang menawarkan jasanya untuk membuat akta atau perjanjian nominee tersebut.
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